
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
KOMOR: G/ 218 /B.02/HK/2018
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011
 
TENTANG PAJAK DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/1526/SJ Tanggal 12 
Maret 2018 Hal Penyarnpaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH. 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Larnpung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Timur segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan nomor register dari Gubemur. 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

PARAF I(OORDINASI 

WAKI,l GUBERNL R1. 
2. VSEKDA PROVINSI '!r 

ASfSTEN PEM & KESRA iJAb3f.1 
4. ~SIS""EN EKBANG Ir-

ASISTEN ADM. UMUM5. 
6. 
1. 
8. 

BIRO HUKUM9. 
IJ 

h	 Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 6 April 2018 

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG, 

1.	 Menteri Dalam Negeri R1; 
2.	 Menteri Keuangan RI; 
3.	 Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/218/B.02/HK/2018 
TANGGAL : 6 APRIL 2018 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. Konsideran Menimbang 

d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf bdan huruf c, pedu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun ~ tentang Pajak Daerah. 

a. bahwa paja< daerah ElaR Fetfi~1I6i Elaera~ merupci<an salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai El81akeaRQQR 
f38meFiRmR ElQ8ra~; 

b. bahwa sesuai El8R8aR a~aRat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah waji& 
melakl:lkaR fleRataaR terRaElap P8ratl:lFaR QaeraR ~iElaRg Pajak Daerah 
saR ~etri9l:l6i Qaera~ EleRgaR geFfleEle~aR f3aEla URElaR, UAsaRg 
:teJeeeyt; 

C. bahwa EleA8aR assAys Perl:l~aRaA ~e~eraf3a Peesl salam Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, FRaka penu merubah Peraturan Daerah tersebut; 

c. bahwa dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b 
tersebut di atas, belum mengatur jenis pajak parkir, sehingga Peraturan 
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau 
kembali; 
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di 
atas, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Pajak Dasrah; 

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah; 

b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang 
rnenjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak; 

I d. 

MenimbangKonsideran 
disempumakan. 

2. Diktum Mengingat i. YRSSRg bh::IAElaA§! ~le~er 12 TaRl:lA 2Q11 !eAmA§! Pe~~RQjI,aA PeraQlraA 
P8rl:lRElaR§! l:lAElSRgSR (be~~araR ~legara ~8f311~lik IREleR86ia ~Je~er i2, 
Tame8RaR bem~araR ~Iegara ~efll:l~lik IRseR8sia ~9~9r i234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab 
tindang-4llldang ~ukum flidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

7. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan saereh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

, Angka 5 dan 13dihilangkan, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
digunakan sebagai pedoman 
penyusunan sehingga tidak pertu 
dicanlumkan dalam diklum mengingat 

I Angka 6, 7, 8, 9 dan angka 12 
disempurnakan 

(
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8. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan 
f*lmanfaatan insentif ,ajak saerah dan retribusi eaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis ,ajak 4aerah yang 
eipungut eerdasarakan f*lnetapan kepala eaerah atau dibayar sendiri e1eh wajib pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5179); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 
Dipungut Berdasarakan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5179); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tatah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 (Barita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 310); 

5 

1a. ~erawr:aR twleAteFi QalsFfI ~18 sri ~lhA{lkYAgaA PeFfleFiRtaA Qae~A; 9FR9F S4 +aAYA ~ggg t8RtaA{l rata ~a6kal:l giASS si ' • 

1. Ketentuan Pasal1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal1 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

17. Mineral bukan logam dan Bantuan adalah ~ajak ata6 kS{liataR peAgBFReilaR 
mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang - undangan dibidang mineral dan batubara. 

17.b Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 
sementara kareRa ElitiAggBlkaA elsA peR{lsFR~EliRya. 

28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selajutnya disingkat SPTPD, adalah surat 
yang oleh wajib pajak untuk rnelaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan 
peraturan perundang ­ undangan perpajakan daerah. 

2. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga Pasal 2berbunyi sebagai berikut: 
Pasal2 

~lIaAg biA8k~p PerstllFaR gseFaA iRi AA91ipllti Pajak Daerah ¥BRi terdiri dari : 
1. Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran; 
3. Pajak Hiburan; 
4. Pajak Reklame; 
5. Pajak Penerangan Jalan; 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
kPajak Parkir; 
7. Pajak Air Tanah; 
8. Pajak Sarang Burung Walet 

( 

1. Ketentuan Pasal1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal1 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD adalah 
tembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

17. Mineral bukan logam dan Bantuan adalah mineral bukan logam dan bantuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batubara. 

17.b Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 

28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selajutnya disingkat SPTPD, adalah surat 
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta 
kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2berbunyi sebagai berikut : 
Pasal2 

Jenis Pajak Daerah terdiri dari atas : 
1. Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran; 
3. Pajak Hiburan; 
4. Pajak Reklame; 
5. Pajak Penerangan Jalan; 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
7. Pajak Parkir; 
8. Pajak Air Tanah; 
9. Pajak Sarang Burunc Walet 

Pasal 1 angka 2, 4, 17, 
17.b dan angka 28 
disempumakan 
disesuaikan dengan 
Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 dan 
Undang-Undang Nomor 
28 tahun 2009 

Pasal 2 disempurnakan 
sesuai Pada 2 Undang­
Undang Nomor 28 tahun 
2009 

"
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3. Ketentuan Pasal16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 3. Ketentuan Pasal16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 disempumakan 

Pasal 16 Pasal16 disesuaikan dengan Pasal 42 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 
dengan dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. tontonan film; 

hiburan (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. tontonan Film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 

Undang-Undang Nomor 28 lahun 
2009 tentang PDRB dan Putusan 
MK Nomor 521PUU-IXl2011, 

b. pagelaran kesenian, musik, tari,dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
C. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; 
d. pameran; e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; 

e. dlskotlk, karaoke, klub malam dan sejenisnya; 
f. slrkus, akrobat dan sulap: 

f. 
g. 
h. 

sirkus. akrobat dan susp; 
permainan bilyar dan bowling; 
pacuan kuda, kendaraan bermotor. dan permainan ketangkasan; 

g. permainan bilyard dan boling; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes 
h. pacuan kuda, ksndaraan bermotor dan permainan center); dan 

ketangkasan; j. pertandingan olahraqa 
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 

j. 
(fitnes center); dan 
pertandingan olah raga. 

yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan 
dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. 

Pasal19 4. Ketentuan Pasal19 diu bah, sehingga berbunyi sebagai benkut Pasal 19 disempumaka nJ dengan 
(1) laFifPajak loIi~wFaR s~itaf)kaR siDesar 2Q~~ (owa PWIWR P91t'9A): Pasal 19 pertimbangan dalam langka 

(2) KRWSWS wAtwk RibWFaR ierwpa S91aFaR bWS8R8, k9Rt9S k9saRtikaR, 
disk8tik, ka~aeke, klaD malam, pirmaiRaR ketaRskasaR, paRti pijat, 
daR maRi wapl6pa, terit pajak Ri911'raR oitetapk8R siDesar ig~~ (lima 
pWIWR perseR). 

(3) KRWSWS RiDwraR keseRiaR rakyatltraoisi9Ral, tarit pajak iit9tepkaR 

Besamya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh persen) 

dari harga tanda masuk; 
b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : 

(1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion 

menjaga kelestarian ke;enian 
rakyatltradisional, pengembangan 
kebudayaan nasional dan prestasi 
olahraga anak bangsa yang 
diselenggarakan ditempat yang 
dikunjungi oleh semua lapisan 

se98sar 1Q% ~sepwlwA peIt'8R). show) yang berkelas lokalltradisional sebesar 0% (nol persen); masyarakat sebaaamana 
(2) pagelaran kesenian, tan, dan/atau pagelaran busana (fashion dimaksud dalam Pasal45 ~at (3) 

show) yang ber1<elas nasional sebesar ..% (... persen); Undang-Undang Nomor 28 Iahun 
(3) pagelaran kesenian, tan, dan/atau pagelaran busana (fashion 2009. 

show) yang berkelas internasional sebesar .. % (...persen); 
c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi : 

(1) pagelaran musik yang berkelas lokalltradisional sebesar 0% (nol 
persen); 

(2) pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar " %(... persen): 
(3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar " % (." 

persen); 
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d. penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi : 
(1) pameran yang bersWat non komersial sebesar 0% (nol persen); 
(2) pameran yang berslfat komersial sebesar ... % (... persen): 
(3) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokalltradisional sebesar 

.. % (... persen); 
(4) slrkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan 

internasional sebesar .. %(... persen); 
e. penyelenggaraan pacuankoda dan kendaraan bermotor meliputi : 

(1) pacuan kuda yang berkelas 10kaVtradisional sebesar 0% (nol 
persen); 

(2) pacuan kuda yang berkelas nasional dan intemasional sebesar .. 
% (... persen); 

(3) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. %( persen); 
(4) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. %( persen). 

f. penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi : 
(1) pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 

0% (nol persen); 
(2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar .. % (... 

persen); 
(3) pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar .. % 

(... persen); 
g. permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan game 

center, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pembayaran; 
h. permainan bilyard yang menggunakan AC (Air Conditioner) 

dikenakan pajak ...% (... persen) dari permainan bilyard yang tidak 
menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak .. %(... persen); 

i. bowling sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran; 
j. karaoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis sebesar 25 % (dua 

puluh lima persen) dan harga pembayaran; 
k. mandi uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan sejenisnya sebesar 

15% (lima belas persen) dari harga pembayaran; 
I. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi : 

(1) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional 
sebesar 0% (nol persen); 

(2) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional 
sebesar ... % (... persen); 

(3) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional 
sebesar ... %(." persenl 

5 

(
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m. Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan I yang Tarif untuk hiburan yang 
dilakukan di taman hiburan rakyatJtempat wisata airlwater parklkolam dilaksanakan/diselenggarakan 
renang dikenakan tarif seebagaimana dimaksud pafa huruf a sampai ditempat taman hiburan 
dengan I. rakyat/kofam renang dikenakan 

terhadap biayalharga hiburan 
berkenan bukan dari harga tanda 
masuk tempat wisata, karena 
tempat wisatalwaterpark bukan 
rnerupakan objek pajak hiburan 
sebagaimana diatur dalam Pasa! 
42 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 

4. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan BAB VIII A sehingga berbunyi 15. Diantara BAB VIII dan BAB IXditambahkan BAS VIII A sehingga berbunyi 
sebagai berikut sebagai berikut: 

BAB VIllA BAB VIllA Pasal 38 a disempumakan sesuai 
PAJAK PARKfR PAJAK PARKIR dengan Undang-Undang Nomor 
Bagian Kesatu Bagian Kesatu 28 Tahun 2009 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 
Pasal38 a. Pasal38 a. 

Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat Parkir Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat Parkir 
diluar badan jalan. baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Bagian Kedua 6. Ketentuan Pasal 38 d diubah, sehingga Pasaf 38 d berbunyi sebagai Pasal 38 d disempurnakan sesuai 
Oasar Pengenaan, Taritdan Cara Penghitungan Pajak berikut: dengan Undang-Undang Nomor 

Pasal38d. Bagian Kedua 28 Tahun 2009 
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang Oasar Pengenaan, Tantdan Cara Penghitungan Pajak 

seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempatparkir Pasal38 d. 
(2~ QalaAl Ral paFkir siseleR§gar:akaR seRsiFi, (:jasar peR§eRaaR seeatJailf1aRa (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumfah pembayaran atau 

SiFRakell(:j pasa arat (1) SiRitllRg seRgaR AleAlperRatikaR jeRis taR', area yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat Parkir. 
parkir, .....aktY saR jllAllaR keRsaraaR (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(a~ PeAlSayaraR parkir sesagaiAlaRa EliAlakell(:j paBa ayat (1) a(:jalaR jeRis tari (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang 
sewa parkir yaR§ Alelipl:lti taR' tetap, pregresil, vallet ElaR parkir area diberikan kepada penerima jasa Parkir. 
kRI:lSIlS (iRsi(:jeRtil) 

(4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 
penerima lasa parkir. 
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4 I Penjelasan 

Pasal38 f. 
(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tanf pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 38. e 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam 
pasal 38. 0 

(2) Cara 98milwRiaR Iilaiak 68r*ir Qiatwr Q9AlIaR P9ratwraR iWlilati. 

BABXX 
KE+HHYAN PENUTUP 

Pasal77 
Wal Ral yaflg ~ell;jm eiat~F 8alam Peratwf8R QaeFaA ifli 8e~eFljelF~g 

meR~eflai ~8lEll<8aflaaflflya al<8fl €tiatl;jF e8fl~afl Perah:lfillfl Q~~ati. 

7. Ketentuan Pasal 38 f diubah, sehingga Pasal 38 f berbunyi sebagai 
berikut 

Pasal38 f. 
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tam pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 38. e 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam 
Pasal38 d. 

8. Ketentuan BAB XX diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BABXX 
PENUTUP 

9. Ketentuan Pasal 77 dihapus 

I Pasal 38 f disempumakan 

- Pasal 77 dihilangkan 
sesuai dengan angka 210 
lampiran UU Nomor 12 
Tahun 2011. Tidak 
diperkenankan adanya 
delegasi blanko 

- Lembar penandatanganan 
jangan menggantung 

Sesuai ketentuan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 
2011 J Peraturan Daerah harus 
diberi penjelasan 

PARAF KOORDINASI 

1. WAKIL GUBERNUR / 
Z. SEKDA PRCVINSI j,.7~ 

3. ASISTEN PEM 8. KESRA /fi 
4. ~SISTEN EKBANG ' I. 

S. ASISTEN ADM. UMUM 

6. 
7. 
8. 
9. BIROHUKUM 

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG, 


